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PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 017/A/JA/07/2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR:
PER- 039/A/JA/10/2010 TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI
DAN TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung

Nomor: INS-011/A/JA/11/2013 tentang Rekomendasi
Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun
2013 khususnya rekomendasi pada bidang Tindak
Pidana Khusus tentang Peralihan Kewenangan Tata
Kelola Administrasi dan Teknis Perkara Tindak Pidana

Perpajakan dan Tindak Pidana Perikanan;

.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa

Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata
Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara
Tindak Pidana Khusus perlu dilakukan perubahan dan

disempurnakan;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Jaksa Agung tentang Perubahan Atas
Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/
10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis

Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus;

Mengingat ...



Mengingat

Menetapkan

-F s

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor S5 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4999)

. Undang-Undang Nomor &8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);

. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia;

. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-009/A/JA/01/2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/3/2014
tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor :
PER-009/A/JA/01/2010 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 453);

. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-039/A/JA/10/2010

tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan

Perkara Tindak Pidana Khusus;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR : PER-039/A/JA/
10/2010 TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI DAN
TEKNIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS.

Pasal I...
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor
PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi
dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus
diubah sebagai berikut:

1

Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a dan huruf c,angka 2,
angka 3, angka 4, angka 8, angka 10,angka 13, angka
14,angka 15,angka 16 dan angka 17 diubah,sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud

dengan:

Perkara tindak pidana khusus adalah:

a. Perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana
perpajakan dan perkara tindak pidana ekonomi
(kepabeanan dan cukai);

b. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang
penanganannya hanya di Kejaksaan Agung; dan

c. Perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak
pidana asalnya merupakan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Fungsi administrasi adalah fungsi pembantuan

berupa pencatatan (agenda/register/label),

pendistribusian, pengarsipan, keuangan, alat tulis
kantor, dan tugas lain yang mendukung pelaksanaan
tugas teknis di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang

Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan

Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri.

Fungsi teknis adalah fungsi utama pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi di lingkungan Jaksa Agung Muda

Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi,

Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, yang

terdiri dari fungsi penyelidikan, fungsi penyidikan,

fungsi pra penuntutan, fungsi penuntutan, fungsi

upaya hukum dan eksekusi.

4. Pimpinan...
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4. Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
penanganan perkara tindak pidana khusus adalah:
a.Jaksa Agung Republik Indonesia/Wakil Jaksa

Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus sebagai Pimpinan di
Kejaksaan Agung;

b. Kepala Kejaksaan Tinggi/Wakil Kepala Kejaksaan
Tinggi sebagai Pimpinan Kejaksaan di Kejaksaan
Tinggi;

c. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Pimpinan
Kejaksaan di Kejaksaan Negeri; dan

d. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri sebagai Pimpinan
Kejaksaan di Cabang Kejaksaan Negeri.

5. Pejabat teknis adalah pejabat struktural eselon LILIII
dan IV di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
yang menangani tugas pokok fungsi penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi
perkara tindak pidana khusus.

6. Pejabat administrasi adalah pejabat struktural eselon
ILIII, IV, V di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok
fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya
hukum dan eksekusi perkara tindak pidana khusus di
bidang administrasi, perencanaan, keuangan dan
sarana prasarana.

7. Pejabat fungsional adalah Jaksa Fungsional di
lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang
mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum
dan eksekusi perkara tindak pidana khusus.

8. Pra penyelidikan adalah tindakan administratif sejak
diterimanya sumber penyelidikan sampai dengan
adanya keputusan terhadap tindak lanjut atas sumber
penyelidikan menurut cara yang diatur dalam

Peraturan Jaksa Agung ini.

9, Tindakan ...
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10.

11.

12.

13.

14.
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Tindakan Penyelidikan, Penyidikan, Pra Penuntutan,
penuntutan, Upaya Hukum dan Pelaksanaan Putusan
Pengadilan  (eksekusi) adalah tindakan Tim
Penyelidikan, Tim Penyidikan, Tim Pra Penuntutan,
Tim Penuntutan dan Tim Pelaksana Putusan
Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pra Penyidikan adalah tindakan Jaksa yang ditunjuk
untuk mengikuti perkembangan penyelidikan Komnas
HAM dalam perkara pelanggaran HAM yang Berat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menurut
cara yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung ini.
Laporan adalah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, termasuk laporan hasil temuan
penyelidik sebagai sumber penyelidikan.

Telaahan staf adalah kajian berbentuk nota dinas dari
bawahan kepada atasan yang berisi telaahan atas
dugaan tindak pidana khusus, dengan sistematika
posisi kasus, fakta dari sumber penyelidikan, analisis
yuridis, kesimpulan, pendapat/saran.

Rencana penyelidikan adalah suatu proposal dari Tim
Penyelidikan kepada pejabat yang berwenang
menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan yang berisi
tindakan yang akan dilakukan Tim Penyelidikan,
maksud dan tujuan tindakan dilakukan, serta target
pencapaian atas tindakan yang dilakukan sesuai
ketentuan dalam Administrasi Perkara Tindak Pidana.
Rencana Penyidikan adalah suatu proposal dari Tim
Penyidikan kepada pejabat yang berwenang
menerbitkan Surat Perintah Penyidikan yang berisi
tindakan yang akan dilakukan Tim Penyidikan,
maksud dan tujuan tindakan dilakukan, serta target
pencapaian atas tindakan yang dilakukan sesuai

ketentuan dalam Administrasi Perkara Tindak Pidana.

15. Ekspose ...
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15. Ekspose adalah paparan baik pada tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun upaya
hukum sebagaisarana pengujian atas tindakan teknis
penanganan perkara dan sebagai dasar pengambilan
keputusan pimpinan.

16. Pengambilalihan  adalah  proses memindahkan
penyelidikan/penyidikan  perkara tindak pidana
korupsidan perkara tindak pidana pencucian uang
yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana
korupsi oleh Kejaksaan Agung atas penyelidikan/
penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi/
Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri atau
oleh Kejaksaan Tinggi atas penyelidikan / penyidikan
yang dilakukan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri, atau oleh Kejaksaan Negeri atas penyelidikan/
penyidikan yang dilakukan Cabang Kejaksaan Negeri
berdasarkan pertimbangan yang diatur dalam
Peraturan Jaksa Agung ini.

17. Penyerahan adalah proses memindahkan
penyelidikan/penyidikan perkara tindak pidana
korupsidan perkara tindak pidana pencucian uang
yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana
korupsi oleh Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan
Tinggi, atau oleh Kejaksaan Tinggi kepada Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, atau oleh Kejaksaan
Negeri kepada Cabang Kejaksaan Negeri atau
sebaliknya berdasarkan pertimbangan yang diatur

dalam Peraturan Jaksa Agung ini.

2. Diantara Pasal 1198 dan 1199 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 1198A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1198A
Dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, maka
penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan baik
secara administrasi maupun teknis dialihkan ke Bidang
Tindak Pidana Umum.

Pasal II ...
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Pasal II
Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2014
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2014 -

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
'~ REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 999 . 4




